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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1    Sejarah Singkat Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2008, Tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran  Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 89) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 20 tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi  Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung merupakan gabungan  Dinas Koperasi danUsaha Kecil dan Menegah (UKM)Kabupaten Bandung dengan  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung pada tanggal 1 April 2008 serta berdasarkan peraturan Bupati Bandung No. 5 tahun 2008 tentang perincian tugas, fungsi dan tatakerja dinas daerah Kabupaten  Bandung.
Adapun Dinas Koperasi,  Usaha Kecil dan Menegah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan mempunyai visi dan misi, yaitu :

1. Visi

Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan yang tangguh profesional serta berdaya saing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan dukungan sarana dan prsarana yang representatif serta berwawasan lingkungan melalui akselerasi pelayanan aparatur dengan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Misi

a. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam memfasilitasi perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan;
b. Meningkatkan kualitas kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi sesuai dengan jatidirinya;
c. Meningkatkan kemampuan pemupukan modal sendiri dan memperkuat struktur permodalan Koperasi danUsaha Kecil dan Menegah (UKM);
d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dam Menengah (UKM); 

e. Meningkatkan kapasitas pemasaran produk KUKM dan sektor Industri dan Perdagangan; 

f. Meningkatkan PADS melalui pertumbuhan Industri dan Perdagangan; 

g. Meningkatkan perdagangan barang dan jasa yang ditunjang oleh iklim bisnis yang kondusif untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan;
h. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar tradisional secara berkelanjutan.
Tujuan dari Dinas Kopersi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung  adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM aparatur melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan tersedianya sarana prasarana bagi kepentingan Dinas;
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jatidirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh insentif dan Koperasi menjadi semakin baik.;
3. Meningkatkan partisipasi anggota dalam pemupukan modal sendiri dan akses terhadap permodalan perbankan/ lembaga keuangan lainnya;
4. Memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan;
5. Meningkatkan pemasaran hasil produk KUKM dan sektor Industri dan Perdagangan;
6. Berkembangnya usaha industri kecil manufaktur dan industri rumah tangga;
7. Meningkatnya daya saing industri manufaktur;
8. Makin lancarnya arus perdagangan barang dan jasa;
9. Berkembangnya sentra – sentra produk unggulan daerah;
10. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dagang bagi kegiatan ekonomi daerah.
2.2     Struktur Organisasi 
Struktur organisasi dan manajemen perusahaan adalah elemen penting yang sangat menentukan dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan dasar kerjasama yang mempunyai bentuk atau susunan yang jelas dalam tiap-tiap tugasnya serta untuk menegaskan hubungan satu sama lain. Secara umum organisasi Diskoperindag adalah kerangka tugas termasuk pelaksana-pelaksananya yang disusun demi mencapai tujuan umumnya. Organisasi dapat digambarkan dalam bentuk bagan yang disebut struktur organisasi, jadi struktur          organisasi Diskoperindag memperagakan kelompok-kelompok pekerjaan atau tugas-tugas Diskoperindag serta kaitannya dengan pengaturan Sumber Daya Manusia atau Tenaga Kerja agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik. Struktur Organisasi Dinas Koperasi,  Usaha Kecil dan Menegah (UKM),  Perindustrian  dan Perdagangan sesuai Perda Nomor 20 Tahun 2007 terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat; 
3. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi; 
4. Bidang Kelembagaan Koperasi; 

5. Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil  Dan Menengah;
6. Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia;
7. Bidang Industri Aneka;
8. Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan;
9. Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
10. UPTD Pasar;
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Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung
Gambar 2.1

Struktur organisasi bagian divisi programing
2.3    Deskripsi Jabatan 

Sesuai dengan Peraturan  Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung maka tugas pokok unsur-unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas
Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pemantuan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah serta bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
Fungsi  adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan  lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris  yang mempunyai tugas pokok. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekertariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian  serta pengolahan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penetapan penyusuanan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
b. Penetapan rumusan kebijakan kordinasi penyusunan program dan penyelanggaraan terpadu;
c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas;
d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi  umum dan kerumahtanggaan;
e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi  pelaksanaan tugas Dinas;
j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
n. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitaraan dengan unit kerja/intansi/lembaga atau pihak ke tiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi 

Bidang Pengembangan  Usaha Koperasi di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas  dibidang pelayanan pengembangan usaha koperasi yang meliputi pengembangan koperasi produsen, konsumen dan jasa, pengembangan permodalan koperasi serta pengawasan dan penilaian USP koperasi. Dalam Melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Usaha  Koperasi mempunyai fungsi :

a. Penetapan dan penyusunan rencana program kerja pelayanan pengembangan usaha koperasi;
b. Penetapan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi;
c. Penetapan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah;
d. Penetapan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;
e. Penetapan  pembinaan KSP dan USP;
f. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan  USP;
g. Penetapan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
h. Penetapan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
i. Penetapan pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi;
j. Penetapan dan perlindungan kepada koperasi;
k. Penetapan fasilitasi pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi;
l. Penetapan pengawasan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi;
m. Penetapan fasilitasi penjaminan permodalan dan pembiayaan bagi koperasi yang meliputi kredit perbankan/bukan bank, modal ventura pinjaman BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain;
n. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha koperasi;
o. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha koperasi;
p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
q. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan pengembangan usaha koperasi.
4. Bidang Kelembagaan  Koperasi
Bidang Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok. Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas pokok  dibidang pelayanan kelembagaan koperasi yang meliputi pendaftaran koperasi, pengembangan organisasi dan tatalaksana koperasi serta pengembangan sumber daya manusia koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. Penetapan penyususnan rencana dan program kerja pelayanan kelembagaan koperasi;
b. Penetapan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
c. Penetapan pengesahan pembentukan, penggabungan dan pelaburan serta pembubaran koperasi dalam wilayah Kabupaten;
d. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan penguman akta pengesahan koperasi;
e. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD (Anggaran Dasar) yang menyangkut penggabungan pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
f. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah;
g. Penetapan pengawasan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi;
h. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kelembagaan koperasi;
i. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan kelembagaan koperasi;
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
k. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga dan pihak ketiga dibidang pelayanan kelembagaan koperasi. 
5. Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil  Dan Menengah

Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di pimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi pengembangan kemitraan dan pengembangan kewirausahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah  mempunyai fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
b. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil yang meliputi  pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan,  prasarana, informasi,  kemitraan,  perijinan dan perlindungan;
c. Penetapan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
d. Penetapan faslitasi akses penjaminan dalam penyedian pembiayaan bagi UKM yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagaian  laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain;
e. Penetapan pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan UKM;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
h. Pelaksanaan tugas, kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
6. Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia
Bidang Industri, Logam, Mesin dan Kimia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia yang meliputi logam mesin dan elektronik, industri agro serta kimia dan bahan bangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Industri Agro,Logam, Mesin dan Kimia mempunyai fungsi   :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan industri agro, logam mesin dan kimia;
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia;
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia;
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan industri  agro, logam, mesin dan kimia;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia;
g. Evaluasi pelaksanaan  tugas pengelolaan industri agro, logam mesin dan kimia;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai  dengan bidang tugas dan fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia.

7. Bidang Industri Aneka
Bidang Industri Aneka dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok,  memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan industri aneka yang meliputi tekstil  dan produk tekstil, kulit dan produk kulit serta  kerjinan dan aneka. Dalam melaksanakan tugas pokok  Bidang Industri Aneka mempunyai fungsi :

a. Penetapan penyusunan  rencana dan program kerja pengelolaan industri aneka;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan  tugas dibidang pengelolaan industri aneka;
c. Pengkoordinasian perencanaan kerja dibidang pengelolaan industri aneka;
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan industri aneka;
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan  tugas dibidang pengelolaan industri aneka;
f. Pelaporan pelaksanan tugas pengelolaan industri;
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan industri;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan  kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan industri.

8. Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan
Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan sarana dan pengembangan perdagangan yang meliputi sarana perdagangan kerja sama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan usaha pedagangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Sarana Pengembangan  Perdagangan  mempunyai  fungsi   :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sarana dan pengembangan perdagangan;
b. Penyelengaraan pelaksanaan tugas dibadang sarana dan pengembangan perdagangan;
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang sarana dan pengembangan  pasar;
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang sarana pengembangan perdagangan;
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang sarana pengembangan perdagangan;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana pengembangan perdagangan;
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan  di bidang pengelolaan sarana pengembangan perdagangan;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di bidang sarana dan pengembangan  perdagangan.

9. Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan perdagangan  dalam dan luar negeri yang meliputi distribusi dan informasi, perlindungan konsumen dan metrologi legal serta perdagangan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja perdagangan  dalam dan luar negeri;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
g. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak  ketiga  di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
10. UPTD Pasar di pimpin oleh seorang Kepala UPTD
Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagai fungsi  Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan pasar. Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut Kepala UPTD Pasar mempunyai Fungsi :

a. Perencanaan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan dan pengembangan pasar;
b. Perencanaan oprasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan pasar;
c. Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pengelolaan dan pengembangan pasar;
d. Pengelolaan anggaran pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar;
e. Pengembangan kemitraan pengelolaan dan pengembangan pasar;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pasar dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

2.4 
Aspek Kegiatan Perusahaan 

Aspek kegiatan Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan yaitu sebagai berikut : 

Merumuskan kebijakan Teknis dan melaksanakan kegiatan teknis oprasional di Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi pelayanan dan pengembangan usaha koperasi, pembinaan kelembagaan koperasi, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan industri hasil  pertanian dan kehutanan dan industri logam, mesin kimia, industri, aneka, sarana dan pengembangan perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri serta melaksanakan ketatausahaan dinas
